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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2012 dan 2011, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. BPK telah
menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2012 yang memuat
opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor 45a/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern (SPT) Nomor 45b/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang
berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun,
pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan
pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat tahun 2012. Pokok-pokok temuan
ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga sebesar ekuivalen Rp499,62
miliar belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara.

2. Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga
sebesar Rp624,93 miliar tidak sesuai ketentuan serta terdapat penggunaan belanja
pada 72 Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan
negara sebesar Rp546,01 miliar.

3. Penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI tidak sesuai kontrak sehingga
terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,35 triliun.
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4. Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF
sebesar kurang lebih Rp38,18 triliun belum jelas sumber pendanaannya.

5. Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas (Eks
BPMIGAS) dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama tahun 2012 sebesar
Rp1,60 triliun tidak melalui mekanisme APBN.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Pemerintah antara lain agar:

1. menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan
hibah langsung yang diterimanya;

2. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan jenis
belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;

3. menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset
tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;

4. menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian
negara kepada pihak yang bertanggung jawab;

5. menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya
hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan kerugian negara;

6. memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam
proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;

7. segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT
TPPI;

8. meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk
penyediaan dananya;

. menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;

10. menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme
APBN; dan

11. mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas
sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK.

Jakarta, 20 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

e —

Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Register Negara No. D-786 Y
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HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
LKPP TA 2012, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

1.1  Temuan — Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar
Ekuivalen Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum
Negara

LRA LKPP Tahun 2012 melaporkan realisasi pendapatan hibah sebesar
Rp5.786.749.186.777,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Langsung sebesar
Rp3.010.379.818.954,00 dan Hibah Terencana sebesar Rp2.776.369.367.823,00.
Data realisasi pendapatan hibah berasal dari pencatatan dokumen sumber realisasi
pendapatan hibah yaitu dokumen penarikan (Notice of Disbursement), Surat
Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga, Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, Surat Pengesahan Hibah
Langsung, Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung,
dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang di-input
dalam aplikasi Debt Management and Fiscal Analysis System (DMFAS).

Pendapatan/belanja yang bersumber dari hibah di lvar mekanisme APBN
merupakan hibah langsung berupa uang, barang, dan jasa yang langsung diterima
oleh Kementerian/Lembaga (KL). Kelengkapan pencatatan penerimaan/belanja
hibah di luar mekanisme APBN, sangat tergantung kepada kelengkapan data dan
informasi yang disampaikan KL kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara (BUN) dhi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Oleh
karena itu untuk mendukung kelengkapan data dan informasi, KL yang menerima
hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa wajib mengajukan register dan/atau
pengesahan. Bagi KL yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa
yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan akan diberikan sanksi
administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik menunjukkan terdapat pendapatan
hibah langsung pada 15 KL sebesar Rp499.235.952.861,00 dan USD39,674.00
atau ekuivalen Rp499.619.600.440,70 yang belum seluruhnya dilaporkan atau
diminta pengesahannya oleh KL kepada Kementerian Keuangan selaku BUN, baik
hibah kas maupun barang/jasa dengan rincian sebagai berikut.

a. Hibah langsung berupa uang pada sembilan KL diterima sebesar
Rp228.358.390.997,00 dan telah dibelanjakan sebesar Rp221.675.084.063,00;

b. Hibah langsung berupa barang pada delapan KL yang diterima pada tahun 2012
sebesar  Rp242.590.956.529,70 dan USD39,674.00 atau ekuivalen
Rp242.974.604.110,00 dan pada lima KL sebelum tahun 2012 sebesar
Rp23.236.744.550,00; dan .

c. Hibah langsung berupa jasa pada satu KL telah diterima sebesar
Rp5.049.860.784,00.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.
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Hibah langsung yang belum diregistrasi dan dilaporkan tersebut sebagian
telah dicatat/diungkap dalam CalK Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
(LKKL). Hal ini sesuai dengan kebijakan dari DJPB melalui Surat Nomor S-
9833/PB/2012 tanggal 6 Desember 2012 kepada KL perihal Batas Waktu
Pengesahan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga Dalam
Rangka Penyusunan LK Tahun 2012 pada poin 5 yang menyatakan bahwa hibah
uang yang diterima langsung dan belum diajukan permohonan registernya sampai
batas waktu yang ditentukan, pengakuan belanja yang bersumber dari hibah dan
pendapatan hibahnya tidak dilakukan tahun 2012, namun pengakuannya dilakukan
setelah pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun 2013.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 45 yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf ¢, dinilai dengan mata uang rupiah pada
saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam LKPP.

b. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang SIKUBAH.

1) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa KL melakukan rekonsiliasi
dengan DJPU atas realisasi pendapatan hibah langsung secara triwulanan.

2) Lampiran IV, Bab II Akuntansi Hibah, 2.6. Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan Hibah yang menyatakan bahwa DJPU c.q. Dit. EAS berfungsi
sebagai unit Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang
mencatat transaksi pendapatan hibah dengan mekanisme pencairan melalui
Kuasa BUN, pendapatan hibah melalui pengesahan transaksi pendapatan
hibah yang langsung diterima oleh KL, dan belanja hibah.

c. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas
hibah langsung dalam bentuk uvang dan belanja yang bersumber dari hibah
langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.

2) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa KL yang menerima hibah dalam
bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register
dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi pendapatan hibah Tahun
2012 yang dilaporkan dalam LRA LKPP Tahun 2012 belum menggambarkan saldo
yang sebenarnya.

Permasalahan di atas disebabkan peraturan pelaksanaan pengenaan sanksi
administrasi kepada KL yang tidak melaporkan pendapatan hibahnya belum
ditetapkan.

Tanggapan - Pemerintah memberikan tanggapan akan merevisi PMK
191/PMK.05/2011 terkait dengan pemberian sanksi kepada KL antara lain dalam
hal KL masih terdapat hibah yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana
mekanisme APBN dalam tiga tahun berturut-turut kepada KL yg bersangkutan
tidak diperkenankan lagi menerima hibah secara langsung dan hanya
diperkenankan untuk menerima hibah dengan mekanisme hibah terencana.
Pencabutan sanksi kepada KL yang mendapat temuan hibah langsung akan
dilakukan sampai dengan menteri yang bersangkutan membuat pernyataan secara
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tertulis untuk mempertanggungjawabkan hibah langsung yang diperoleh
sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan
aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah
langsung yang diterimanya.

2. Belanja

2.1 Temuan - Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41
Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan
serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang
Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar
Rp546,01 Miliar

LKPP Tahun 2012 telah menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
untuk Tahun 2012 sebesar Rpl.010.558.236.531.814,00 diantaranya berupa
Belanja Barang sebesar Rp140.884.875.397.761,00 dan Belanja Modal sebesar
Rp145.104.148.492.853,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Kementerian
Lembaga (KL) atas penganggaran dan bukti pertanggungjawaban keuangan atas
Belanja Barang dan Belanja Modal, menunjukkan terdapat pengganggaran dan
pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal di 72 KL sebesar
Rp1.423.684.141.784,61 yang tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai
berikut.

a. Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal
dengan realisasinya sebesar Rp624.928.430.807,71 pada 41 KL dengan rincian
sebagai berikut (Lampiran 2.a).

1) Pada 39 KL ditemukan Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk
Belanja Modal sebesar Rp214.341.159.967,37 antara lain pada Badan
Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu,
Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pusat Statistik, Badan SAR Nasional
serta Kementerian Luar Negeri.

2) Pada 24 KL ditemukan Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk
Belanja Barang senilai Rp410.587.180.840,34 antara lain pada Kementerian
Riset dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan,
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Badan SAR Nasional, Mahkamah
Agung, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian
Agama.

b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp273.400.771.112,26 karena:

1) kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp108.069.119.044,84 terjadi pada 48
KL;

2) barang/jasa tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak
sebesar Rp116.843.657.321,23 terjadi pada 12 KL;

3) kelebihan pembayaran atas pekerjaan konsultan sebesar
Rp30.299.870.012,86 pada 13 KL; dan

4) sebab lainnya sebesar Rp18.188.124.733,33 pada 33 KL.
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Hal ini antara lain terjadi pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional dan Kementerian Kehutanan.

c. Pemahalan harga pekerjaan sebesar Rp234.691.649.599,52 terjadi pada 18 KL,
antara lain pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Perindustrian, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agama.

d. Realisasi belanja tidak didukung keberadaan kegiatannya (indikasi fiktif)
sebesar Rp7.555.079.812,50 tetjadi pada 13 KL, yaitu pada Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menko Bidang
Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

e. Denda sebesar Rp75.894.920.602,81 belum dipungut atas. keterlambatan
penyelesaian pekerjaan dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pada 44 KL,
antara lain terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agama, dan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional.

f. Terdapat penyimpangan dalam penggunaan Belanja Perjalanan Dinas
seluruhnya sebesar Rp30.359.514.679,08 dengan rincian Rp30.266.947.762,75,
USD8,480.00 ekuivalen Rp82.001.600,00 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember
2012 Rp9.670,00/USD) dan EURS824.78 ekuivalen Rpl0.565.316,33 (kurs
tengah BI tanggal 28 Desember 2012 Rpl2.809,86/EUR) pada 36 KL.
Penyimpangan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian nama dan nomor
tiket dengan manifest, perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan
tidak ada bukti pertanggungjawaban. Permasalahan ini antara lain terjadi pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Kementerian
Dalam Negeri.

g. Terdapat realisasi Belanja Barang yang bukti pertanggungjawabannya tidak
ada/tidak lengkap /tidak akuntabel sebesar Rp176.853.865.170,73 pada 15 KL,
antara lain terjadi pada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama,
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kejaksaan Agung, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional, Lembaga Sandi Negara dan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran 2.b dan 2.c.

Dari total indikasi kerugian negara sebesar Rp545.914.448.287,03, USD8,480.00
(ekuivalen dengan Rp82.001.600,00) dan EURS824,78 (ekuivalen dengan
Rp10.565.316,33) telah disetorkan ke kas negara sebesar sebesar
Rp11.718.715.147,27 dan USD6,219.10 (ekuivalen dengan Rp60.138.697,00),
telah dicatat sebagai Piutang TGR di Neraca sebesar Rp287.833.413.703,00 dan
sedang dalam proses pengerjaan kembali sebesar Rp6.235.428.233,73 sehingga
masih terdapat indikasi kerugian negara yang belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp240.159.319.422,36 terdiri dari Rp240.126.891.203,03, USD2,260.90
(ekuivalen dengan Rp21.862.903,00) dan EURS824,78 (ekuivalen dengan
Rp10.565.316,33).

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 yang
menyatakan bahwa:

1) ayat (1); Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material
kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan
anggaran yang berada dalam penguasaannya;

2) ayat (2); Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan
material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada
dalam penguasaannya.

b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012:

1) Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan
mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam
pengadaan barang/jasa;

2) Pasal 11 ayat (1):

a) huruf a menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki
tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak;

b) huruf e menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan
mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

¢. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran
negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran;

d. PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar yang menyatakan:
1) belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan

jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
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maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau belanja perjalanan; dan
2) belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Indikasi kerugian negara senilai Rp240.126.891.203,03, USD2,260.90
(ekuivalen dengan Rp21.862.903,00) dan EURS824,78 (ekuivalen dengan
Rp10.565.316,33);

b. Risiko tidak tercatatnya aset tetap yang diperoleh dari belanja barang; dan

c. Kekurangan penerimaan negara senilai Rp75.894.920.602,81 dan potensi
penyalahgunaan dana sebesar Rp176.853.865.170,73.

Permasalahan di atas disebabkan:
a. Kementerian Keuangan tidak optimal dalam memverifikasi kesesuaian
anggaran dan kegiatan yang dianggarkan; dan
b. Pimpinan KL lalai dalam mengawasi penggunaan anggaran belanja di
lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan — Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Terkait dengan ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan
Belanja Modal dengan realisasinya:

1) Pemerintah terus melakukan evaluasi penganggaran Belanja Barang dan
Belanja Modal agar dapat dilaksanakan secara tepat dan dicatat sesuai
dengan SAP dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, setiap tahun
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). PMK tersebut juga mengatur
tentang pengalokasian Belanja Barang dan Belanja Modal; dan

2) Dalam rangka meminimalisir kesalahan dalam alokasi Belanja Barang dan
Belanja Modal, Pemerintah terus meningkatkan kualitas pembahasan
anggaran terkait dengan alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal.

b. Terkait dengan adanya kegiatan fiktif, penyimpangan dalam penggunaan
Belanja Perjalanan Dinas, realisasi Belanja Barang yang bukti
pertanggungjawabannya tidak ada/tidak lengkap/tidak akuntabel, dan
pemahalan harga pekerjaan merupakan tanggung jawab KL sebagai pengguna
anggaran. Atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah
diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap pejabat
negara dan pegawai negeri yang melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan
negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Oleh sebab itu, Pemerintah
akan meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam
melakukan pengawasan pelaksanaan Belanja Belanja Barang dan Belanja
Modal;

c. Terkait dengan kelebihan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian
pekerjaan belum dikenakan denda, Pemerintah telah mengatur hal tersebut
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dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.05/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun
Anggaran; dan

d. Dalam rangka memudahkan pemahaman penggunaan Belanja Barang dan
Belanja Modal, Pemerintah telah menyempurnakan Peraturan terkait dengan
Bagan Akun Standar serta terus melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada
KL.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

a. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan menetapkan
jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;

b. menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh
aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;

c. menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan
kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab; dan

d. menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan
upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.

3. Aset

3.1 Temuan —Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai
Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar
Rp1,35 Triliun '

CaLK LKPP C.2.28 menyajikan nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per

31 Desember 2012 sebesar Rp4.767.505.815.736,00. Dari nilai tersebut sebesar

Rp1.356.893.714.300,30 berasal dari Piutang Jangka Panjang kepada PT Trans

Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Nilai piutang kepada PT TPPI tersebut

timbul karena kegagalan pelunasan atas pasokan bahan baku kondensat bagian

negara dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

(BPMIGAS) yang sekarang menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Nilai piutang kepada PT TPPI

berasal dari:

a. tagihan pokok yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012
berasal dari pengiriman kondensat periode September 2010 s.d. November 2010
dengan nilai USD139,233,365.98 ekuivalen Rpl.346.386.649.026,60 (kurs
tengah Bank Indonesia tanggal 28 Desember 2012 Rp9.670,00/USD); dan

b. tagihan penalti yang belum diselesaikan atas tagihan pengiriman periode
Agustus 2012 s.d. November 2012 senilai USDI1,086,563.11 ekuivalen
Rp10.507.065.273,70 (kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012
Rp9.670,00/USD).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses penunjukan PT TPPI sebagai
penjual kondensat bagian negara dan pengelolaan piutang negara dari penjualan
kondesat diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. BPMIGAS Tidak Melaksanakan Ketentuan Prosedur Penunjukan
Langsung PT TPPI Sebagai Penjual Kondensat Bagian Negara

BPMIGAS tidak melaksanakan prosedur sesuai Keputusan Kepala BPMIGAS
Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan
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Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara, dalam proses penetapan PT

TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara, sebagai berikut.

1) Tidak terdapat dokumentasi hasil penilaian/pemeriksaan dari Tim
Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara sebagai
dasar penetapan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat
bagian negara untuk selanjutnya diolah di kilang dalam negeri.

2) Keputusan penetapan pertama kali PT TPPI sebagai penjual kondensat
bagian negara ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMIGAS menetapkan pertama
kali PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian Negara melalui surat kepada
Direktur Utama PT TPPI Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari
2009 tentang Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.

Hasil penelusuran lebih lanjut diketahui tidak terdapat keputusan/dokumen
formal yang menyatakan surat penunjukan PT TPPI sebagai penjual
kondensat bagian negara dari Deputi Finansial Fkonomi dan Pemasaran
BPMIGAS telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya surat
Kepala BPMIGAS Nomor 0267/BP00000/2009/S2 tanggal 18 Maret 2009
kepada PT TPPI perihal Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat
bagian negara untuk menunjang pengadaan BBM Nasional. Sesuai dengan
Pedoman Tata Kerja BPMIGAS, penetapan penjual kondensat bagian negara
melalui mekanisme penunjukan langsung dilakukan oleh Kepala BPMIGAS.

. Mekanisme Pembayaran Tidak Langsung oleh PT TPPI yang Disetujui

oleh Menteri Keuangan Sulit untuk Dilaksanakan

Menteri Keuangan mengetahui bahwa PT TPPI mengalami kesulitan keuangan
sehingga kesulitan memperoleh pinjaman modal kerja, sebagaimana diungkap
dalam Surat Direktur Utama TPPI kepada Menteri Keuangan Nomor
TPPI/DEPKEU/L-087 tanggal 19 Desember 2008 dari perihal Permohonan
Persetujuan Tata Cara Pembayaran Kondensat yang Dikelola BPMIGAS untuk
Diolah TPPI. Namun Menteri Keuangan tetap memberikan persetujuan
mekanisme pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009
tanggal 12 Februari 2009 dengan merujuk Surat Deputi Finansial Ekonomi dan
Pemasaran BPMIGAS kepada Direktur Utama PT TPPI Nomor
011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PT TPPI
sebagai penjual kondensat bagian negara.

Dalam pelaksanaan kontrak diketahui PT TPPI mengalami kesulitan
pembayaran sebagaimana dimuat dalam notulen rapat pembahasan pembayaran
kondensat oleh PT TPPI dan Seller Appointment Agreement (SAA) pada
tanggal 9 September 2009 bertempat di BPMIGAS yang diikuti oleh
perwakilan BPMIGAS, Kementerian Keuangan dhi. DJA dan PT TPPI
menyebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) akan melakukan pembelian
produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melakukan pembayaran dengan cara
offsetting dengan utang PT TPPI kepada PT Pertamina (Persero) sebelumnya.
Atas mekanisme pembayaran ini maka PT TPPI tidak akan mampu melakukan
pembayaran kepada pemerintah atas kondensat yang dipasok oleh BPMIGAS.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa persetujuan Menteri Keuangan atas
permohonan mekanisme pembayaran yang diajukan oleh PT TPPI dari
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pengiriman pasokan kondensat bagian negara oleh BPMIGAS tidak
mempertimbangkan kemampuan keuangan PT TPPI dan kewajiban-kewajiban
PT TPPI kepada PT Pertamina (Persero) yang telah timbul sebelum persetujuan
pasokan kondensat bagian negara oleh BPMIGAS.

. BPMIGAS Tidak Mengelola Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT

TPPI Sesuai Kontrak

Nilai realisasi penyaluran kondensat beserta rincian pembayarannya adalah

sebagai berikut.

Tabel 1 Realisasi Pengiriman Kondensat Beserta Penyelesaiannya
Per 31 Desember 2012

(dalam USD)
Pokok Penalti *
SAA/Periode \ggl’;‘)e Nilai
Pembayaran Saldo Tagihan Pembayaran Saldo
SAA
23/5/2009 - 22/5/2010 16.400.926,02 | 1,168,395,092,30 | 1,168,395,092,30
SAA Amandemen 1 5,835,008.78 5,835,008.78 0.00
23/5/2010-23/5/2011 12.225.930,64 | 1,059,955,430.69 | ©20,722,073.71 | 139,233,365.98
SAA Amandemen 2
24/5/2011-23/5/2012 4.463.334,00 488,543,827.50 | 488,543,827.50 5,910,920.45 4,824,357.34 | 1,086,563.11
Jumlah 33.090.190,66 | 2,716,894,359.49 | 2,577,660,993.51 139,233,365.98 | 11,745,929.23 10,659,366.12 | 1,086,563.11

Keterangan:
+ Terdapat beberapa tagihan penalti dilakukan sekaligus untuk beberapa pengiriman;

» Tagihan terakhir untuk periode November 2012,

Dari tabel di atas diketahui bahwa total pengiriman kondensat kepada PT TPPI
adalah 33.090.190,66 barel senilai USD2,716,894,359.49, atas nilai tersebut
telah dibayar senilai USD2,577,660,993.51 sehingga terdapat saldo piutang atas
pokok senilai USD139,233,365.98. Atas keterlambatan pembayaran ditagihkan
penalti sebesar USD11,745,929.23 dan telah dibayar senilai USD10,659,366.12
sehingga terdapat piutang atas penalti senilai USD1,086,563.11.

Hasil penelusuran lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Pengiriman Kondensat Bagian Negara ke PT TPPI sebesar
USD1,546,843,450.23 dilakukan sebelum kontrak ditandatangani sebagai
berikut.

a) SAA ditandatangani pada 23 April 2010 dengan masa berlaku surut dari
23 Mei 2009 s.d. 23 Mei 2010. Pengiriman kondensat sebelum
penandatanganan kontrak SAA (23 April 2010) dengan volume sejumlah
15.539.499,02 barel senilai USD1,104,206,185.54.

b) Amandemen pertama SAA ditandatangani pada tanggal 21 Oktober
2010, berlaku surut dari 23 Mei 2010 s.d. 23 Mei 2011. Pengiriman
kondensat sebelum penandatanganan Amandemen pertama SAA dengan
volume sejumlah 6.060.563,64 barel senilai USD442,637,264.69.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pengiriman kondensat bagian negara

kepada PT TPPI sebelum kontrak penunjukan penjual ditandatangani

sejumlah 21.600.062,66 barel dengan nilai USD1,546,843,450.23. Rincian
pengiriman kondensat sebelum penandatanganan kontrak dapat dilihat pada

Lampiran 3.a.
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2) BPMIGAS tidak melakukan langkah-langkah optimal dalam pengamanan
piutang negara sebagaimana diatur dalam SAA.

Berdasarkan monitoring pembayaran atas pengiriman kondensat kepada PT
TPPI dan pengenaan penalti serta penyelesaiannya diketahui sebagai berikut.

a)

Terdapat 58 invoice yang terlambat diterbitkan BPMIGAS untuk
menagih pembayaran pengiriman kondensat, yakni melewati 10 hari
sebelum tanggal jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Penerbitan Invoice yang Terlambat Dilakukan oleh BPMIGAS

. Jumlah /nvoice .
SAA Periode Berlaku Terlambat Nilai
. 23 Mei 2009 s.d. 22
1 SAA, 23 April 2010 Mei 2010 34 730,947,922.14
Amandemen pertama, 23 Mei 2010 5.d. 23
2| 21 Oktober 2010 Mei 2011 24 386,500,374.71
Jumlah 58 1,117,457,296.85

Rincian invoice yang melewati 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo dapat
dilihat pada Lampiran 3.b.

b) Penyerahan Standby Letter of Credit (SBLC) kepada BPMIGAS lebih

dari 10 bulan setelah pengiriman kondensat pertama kali tanggal 23 Mei
2009

PT TPPI menerbitkan SBLC melalui Bank BNI dengan menggunakan
mekanisme cash collateral/jaminan setara kas dengan SBLC Nomor
S21DKB0000210 senilai USD1,000,000.00 tanggal efektif 1 April 2010
dan tanggal jatuh tempo 30 Juni 2010. Hal ini menunjukkan bahwa
pengiriman kondensat dari periode 23 Mei 2009 s.d. 31 Maret 2010
sejumlah 14.340.335,14 barel senilai USD1,005,214,474.50 tidak
dilindungi dengan jaminan pembayaran. Rincian dapat dilihat pada
Lampiran 3.c;

Penyerahan jaminan fidusia dilaksanakan 18 bulan setelah pengiriman
kondensat pertama kali.

PT TPPI menyerahkan jaminan fidusia kepada BPMIGAS dengan Akta
Nomor 176 tanggal 22 November 2010 dengan nilai obyek
USD177,228,881.00. Selanjutnya, PT TPPI menyerahkan perubahan atas
jaminan fidusia dengan akta Nomor 101 tanggal 15 Juni 2011 dengan
nilai obyek USD178,736,443.98. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman
kondensat untuk periode 23 Mei 2009 s.d. 21 November 2010 sejumlah
23.520.954,66 barel senilai USD1,698,672,987.64 tidak dilindungi
dengan jaminan pembayaran yang memadai. Dengan demikian
penyerahan jaminan fidusia baru dilaksanakan 18 bulan setelah
pengiriman kondensat pertama tanggal 23 Mei 2009. Rincian dapat
dilihat pada Lampiran 3.d; dan

d) Hasil verifikasi atas jaminan fidusia oleh BPMIGAS tidak ditindaklanjuti

dengan eksekusi untuk mengamankan pembayaran atas pengiriman
kondensat bagian negara kepada PT TPPIL.

BPMIGAS telah melakukan lima kali verifikasi atas stock kondensat
bagian negara dan produk turunannya untuk memastikan nilai obyek
yang difidusiakan sebagai jaminan pembayaran. BPMIGAS telah
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3)

mengetahui adanya penurunan working capital sampai dengan di bawah
nilai obyek yang difidusiakan USD178,7 juta pertama kali sejak hasil
verifikasi per posisi 20 Desember 2011 yakni sebesar USD113,1 juta.
Pada posisi tanggal tersebut piutang pemerintah (pokok) adalah
USD139,233,365.98, namun BPMIGAS tidak melakukan eksekusi
jaminan fidusia untuk mengamankan piutang negara.

BPMIGAS tidak melakukan penghentian penyaluran kondensat meskipun
PT TPPI terlambat/tidak melakukan pembayaran atas kondensat yang telah
di-lifting.

BPMIGAS hanya satu kali melakukan tindakan penghentian sementara

pengiriman kondensat kepada PT TPPI. Penghentian sementara dilakukan

berdasarkan Surat Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas (Kadiv

PMG) Nomor 1116/BP00000/2010/S2 tanggal 19 Oktober 2010 yang

menyebutkan bahwa rencana lifiing kondensat bagian negara ke kilang PT

TPPI terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 akan ditunda sampai dengan:

a) pelunasan pembayaran atas kondensat bagian negara yang telah dikirim
ke kilang PT TPPI yang telah jatuh tempo;

b) penyelesaian penyusunan/finalisasi SAA; dan

c) PT TPPI membuka Irrevocable Letter of Credit (LC) sebelum dilakukan
pengiriman kondensat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan BPMIGAS tetap melakukan pengiriman
kondensat pada tanggal 23 Oktober 2010 meskipun masih terdapat piutang
kepada PT TPPI yang belum diselesaikan per 23 Oktober 2010 senilai
USD182,185,976.09. Lifting tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana
dimaksud dalam tabel berikut.

Tabel 3 Rincian Lifting pada tanggal 23 Oktober 2010

Jenis
Kontraktor . B/l date Vessel Tujuan Bbls
minyak

Inpex

4)

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa tagihan atas pengiriman
kondensat setelah surat Kadiv PMG (periode Oktober s.d. November 2010)
senilai USD109,239,774.42 belum dilunasi sampai dengan 31 Desember
2012.

Keputusan untuk memperpanjang kontrak penjualan kondensat tidak
didasarkan atas hasil kajian yang memadai

Proses pemberian persetujuan perpanjangan kontrak penunjukan penjual
kondensat bagian negara tidak didasari dengan hasil kajian yang memadai
atas pembayaran pengiriman kondensat kepada PT TPPI sebagai berikut.

a) Perpanjangan pertama (berdasarkan amandemen pertama SAA)
Perpanjangan SAA diawali dengan surat Direktur Utama PT TPPI
Nomor Ref.TPPI/BPMIGAS/L-035 tanggal 28 April 2010. Surat
permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Pengendalian
Operasi BPMIGAS dengan surat Nomor 0640/BP0000/2010/S2
tanggal 25 Mei 2010 kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan
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Pajak (PNBP) DJA Kementerian Keuangan perihal Permohonan

Perpanjangan SAA. Surat tersebut antara lain menyampaikan bahwa:

(1) pembayaran atas kondensat yang disalurkan ke PT TPPI selama
periode bulan Mei 2009 s.d. Maret 2010 masih sesuai, yaitu di
bawah 70 hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L); dan

(2) PT TPPI telah mengeluarkan SBLC sebesar USD15,000,000.00
dari Bank BNI dan surat jaminan fidusia atas stock kondensat dan
produknya kepada BPMIGAS yang dikeluarkan oleh United
Overseas Bank Limited (UOB).

Surat Deputi Pengendalian Operasi BPMIGAS  Nomor

0640/BP0000/2010/S2 tidak menyajikan informasi yang benar, yaitu:

(1) Berdasarkan SAA, tanggal jatuh tempo yang disepakati adalah 30
hari setelah tanggal B/L, bukan 70 hari, sehingga pernyataan
Deputi  Pengendalian  Operasi dalam  surat Nomor
0640/BP0000/2010/S2 tanggal 25 Mei 2010 yang menyebutkan
bahwa pembayaran atas kondensat yang disalurkan ke PT TPPI
selama periode bulan Mei 2009 s.d. Maret 2010 tidak melewati
tanggal jatuh tempo adalah tidak benar.

(2) Berdasarkan notulen rapat pembahasan perpanjangan SAA pada
tanggal 30 Agustus 2010 antara Kementerian Keuangan dhi.
DJA, BPMIGAS dan PT TPPI mengenai perpanjangan SAA PT
TPPI, diketahui PT TPPI belum dapat menyampaikan jaminan
fidusia kepada BPMIGAS karena PT TPPI harus melunasi dahulu
kewajiban kepada UOB untuk dapat memberikan jaminan
fidusia.

Selanjutnya, berdasarkan simpulan rapat tanggal 10 Juni 2010 di
Direktorat PNBP DJA Kementerian Keuangan mengenai evaluasi
pelaksanaan penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI
antara lain disepakati BPMIGAS sementara tetap memasok kondensat
kepada PT TPPI selambat-lambatnya sampai dengan Agustus 2010.

b) Untuk SAA Amandemen kedua dan Side Letter, sampai dengan
pemeriksaan berakhir tidak diperoleh dokumen hasil evaluasi sebagai
dasar pertimbangan perpanjangan pengiriman kondensat bagian
negara kepada PT TPPL

d. Penyelesaian Piutang kepada PT TPPI Berlarut-larut dan Berpotensi
Tidak Tertagih

Pada tanggal 11 Desember 2012 rencana perdamaian (composition plan) yang
diusulkan oleh PT TPPI telah disepakati oleh sebagian besar kreditur PT TPPL
Berdasarkan rencana perdamaian tersebut disepakati antara lain: (1) Piutang
bunga dan penalti dihapuskan; (2) Jaminan Fidusia diminta untuk dibatalkan
(diroya), dan (3) Penempatan Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas
pada peringkat terakhir dalam penyelesaian hutang berjaminan dan akan
dilunasi dalam periode 15 s.d. 18 tahun.

Rencana perdamaian tersebut telah ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian
berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor 60/PAILIT/2012/PN.Niaga.
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Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2012 yang menetapkan Rencana Perdamaian
menjadi Perjanjian Perdamaian.

SKK Migas telah mengajukan Memori Kasasi Perkara Kepailitan terhadap
Putusan Pengadilan Niaga tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari
2013. Tuntutan yang diajukan oleh SKK Migas adalah membatalkan Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menyatakan PT TPPI pailit dengan segala
akibat hukumnya.

Pada tanggal 10 Januari 2013 Wakil Kepala SKK Migas telah mengirimkan
surat Nomor 0011/SKW0000/2013/SO kepada Dirjen Kekayaaan Negara
Kementerian Keuangan, perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT
TPPI. Dalam surat tersebut juga disampaikan agar Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) dapat lebih berperan aktif dalam
menanggapi/menyikapi permasalahan PT TPPI agar potensi kerugian negara
dapat diminimalisir. Namun atas surat dimaksud tidak mendapatkan jawaban
dari DJKN.

Pada tanggal 15 April 2013 dibuat Kesepakatan Bersama tentang mekanisme
penyelesaian piutang negara atas penjualan kondensat bagian negara oleh SKK
Migas kepada PT TPPI yang ditandatangani oleh SKK Migas, PT Perusahaan
Pengelola Aset (PPA) dan PT Pertamina (Persero). Inti dari Kesepakatan
Bersama tersebut adalah pengelolaan piutang PT TPPI dialihkan kepada PT
Pertamina (Persero) selama delapan tahun.

Kesepakatan Bersama akan dapat efektif dilaksanakan bila telah dipenuhi
persyaratan: (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para pihak dan
Kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara), (2) PT Pertamina
(Persero) mendapatkan persetujuan internal dari Dewan Komisaris, (3)
pencabutan kasasi dan fidusia oleh SKK Migas, (4) penunjukan PT Pertamina
(Persero) sebagai penjual kondensat bagian negara untuk PT TPPI, dan (5)
penunjukan bank oleh para pihak dalam rangka pembukaan escrow account.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, masih terdapat persyaratan yang belum
dipenuhi yakni persetujuan dari Menteri Keuangan sehingga Kesepakatan
Bersama dari para pihak dimaksud belum dapat berlaku efektif.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 44 ayat (3)
yang menyatakan bahwa tugas Badan Pelaksana antara lain menunjuk penjual
minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan
keuntungan sebesar-besarnya bagi negara;

b. PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi Pasal 11, antara lain mengatur Badan Pelaksana
mempunyai tugas antara lain menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi
bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi
Negara;

c. PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
antara lain mengatur:
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1) Pasal 100 ayat (5); Sebelum menunjuk badan usaha sebagai penjual
minyak dan/atau gas bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan kontraktor dan wajib
memperhatikan:

a) kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan minyak dan/atau
gas bumi;

b) kemampuan penjual;

¢) harga jual minyak dan/atau gas bumij;

d) hak dan kewajiban penjual; dan

e) tidak terdapat benturan kepentingan antara badan usaha yang ditunjuk
sebagai penjual dengan kontraktor.

2) Pasal 100 ayat (6); Penunjukan Badan Usaha atau kontraktor sebagai
penjual minyak bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk
perjanjian.

d. Perjanjian penunjukan penjual (Seller Appointment Agreement/SAA)
BPMIGAS — PT TPPI tanggal 23 April 2010, antara lain mengatur tentang:

1) Pasal 2.1 pengangkatan yang pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2009;

2) Pasal 3.1 jangka waktu satu tahun dimulai tanggal pengangkatan pertama
kondensat bagian negara sebagaimana disebutkan pasal 2.2;

3) Pasal 5.1 BPMIGAS akan mengirimkan tagihan kepada Penjual atas setiap
kondensat bagian negara yang dikirimkan segera setelah seluruh informasi
tersedia bagi BPMIGAS untuk memperhitungkan harga akhir sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 perjanjian ini, dan tagihan tersebut akan disampaikan
paling lambat pada jam sepuluh pagi waktu Jakarta paling lambat sepuluh
hari sebelum tanggal jatuh tempo dari tagihan tersebut;

4) Pasal 5.3 Setiap pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Dollar AS
melalui transfer telegraphic kepada Bank Indonesia ke rekening Menteri
Keuangan Nomor rekening 600.000411 dan akan jatuh tempo 30 hari setelah
tanggal Bill of Lading (tanggal B/L akan dihitung sebagai nol hari) untuk
masing-masing kargo yang dikirimkan berdasarkan perjanjian ini; dan

5) Pasal 5.7 Sebagai jaminan pembayaran kondensat bagian negara, maka
penjual akan memberikan dan memperbaharui jaminan pembayaran dalam
bentuk SBLC dalam jumlah sebesar USD1,000,000.00 paling lambat pada
saat ditandatanganinya perjanjian ini. Jumlah tersebut akan dinaikkan
menjadi USD15,000,000.00 pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2009.

e. Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tanggal 15
April 2003 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak
Mentah/Kondensat Bagian Negara yang antara lain mengatur bahwa kegiatan
penunjukan penjual minyak mentah/kondensat bagian negara dengan cara
penunjukan langsung atau lelang terbatas dilakukan oleh Tim Penunjukan
Penjual Minyak Mentah/Kondensat yang dibentuk oleh Kepala BPMIGAS.

f. Lampiran II Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0
tanggal 15 April 2003 tentang Tata Cara Penunjukan Langsung Penjual Minyak
Mentah/Kondensat Bagian Negara, antara lain menyatakan:

1) persyaratan umum mengatur bahwa hanya perusahaan yang telah tercatat
pada BPMIGAS dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian
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oleh BPMIGAS mengenai badan hukum, pengalaman kerja, kemampuan

keuangan dan pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh BPMIGAS sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran I

Romawi II huruf a dan b;

2) penetapan penunjukan langsung:

a) tim penunjuk penjual membuka/memeriksa dokumen/formulir
penunjukan yang telah dikembalikan untuk dilakukan penilaian/
pemeriksaan;

b) penilaian/pemeriksaan dilakukan dari segi pemenuhan persyaratan
administratif dan persetujuan/kesanggupan untuk memenuhi
persyaratan harga ditetapkan dalam dokumen/formulir penunjukan
langsung. Hasil penilaian/pemeriksaan yang berupa penerimaan atau
penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan;

¢) hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala BPMIGAS melalui Deputi
Finansial Ekonomi dan Pemasaran guna penetapan penunjukan
langsung penjual minyak mentah/Kondensat bagian negara oleh
Kepala BPMIGAS.

Permasalahan di atas mengakibatkan piutang kepada PT TPPI sebesar
Rp1.356.893.714.300,30 berpotensi tidak tertagih yang terdiri dari tagihan pokok
sebesar Rp1.346.386.649.026,60 dan tagihan penalti sebesar Rp10.507.065.273,70.

Permasalahan di atas disebabkan:
a. BPMIGAS tidak mematuhi prosedur penunjukan langsung penjualan
kondensat bagian negara;
b. BPMIGAS tidak mengelola penjualan kondesat dan penagihannya sesuai
kontrak; dan
c. Kementerian Keuangan tidak optimal dalam mengupayakan penyelesaian
piutang penjualan kondensat kepada PT TPPIL

Tanggapan — Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.
a. Terkait dengan adanya potensi tidak tertagihnya piutang, Pemerintah
berpendapat sebagai berikut.

1) Telah terdapat rencana restrukturisasi yang tertuang dalam Kesepakatan
Bersama antara SKK Migas, Pertamina, dan PT PPA tanggal 15 April
2013 yang disetujui/diketahui oleh Menteri ESDM, Menteri Negara
BUMN, dan Menteri Keuangan;

2) Restrukturisasi yang tertuang dalam dan menjadi jiwa dari Kesepakatan
Bersama tanggal 15 April 2013 merupakan pilihan yang secara
keseluruhan menguntungkan negara, antara lain memberikan jaminan
keyakinan memadai bahwa piutang TPPI tersebut seluruhnya dapat
diterima oleh pemerintah dengan tata waktu yang sudah dijadwalkan; dan

3) Tertundanya penyelesaian piutang di masa lalu telah memunculkan hak
tagih tambahan yaitu atas penalti. Oleh karena itu, secara nyata tidak
terdapat/terjadi penurunan nilai piutang.

b. Terkait dengan permasalahan penunjukan PT TPPI dan pengelolaan tagihan,

Pemerintah akan:
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1) Memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dalam proses
penunjukan PT TPPI dan pengelolaan penjualan kondensat bagian negara;
dan

2) Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang
negara kepada PT TPPIL.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

a. memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai
dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
dan

b. segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara
kepada PT TPPL.

4, Investasi

4.1 Temuan — Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota ke-14 atas Keanggotaan
Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas
Sumber Pendanaannya

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 melaporkan Investasi Permanen
Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp912.877.699.396.801,00. CalLK
LKPP Tahun 2012 pada Paragraf C.2.24 menyatakan bahwa atas nilai PMN yang
disajikan dalam neraca tersebut, sebesar Rp38.497.052.327.727,00 merupakan
penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Salah satu penyertaan
pada LKI yang cukup besar adalah keanggotaan Indonesia pada Infernational
Monetary Fund (IMF) dengan nilai sebesar Rp30.902.590.700.520,00, diantaranya
sebesar Rp26.550.675.238.720,00 berbentuk promissory notes.

Pada tanggal 15 Desember 2010, Board of Governor’s IMF mengadopsi
Resolusi Nomor 66-2 perihal 14" General Review of Quotas. Salah satu isi dari
resolusi tersebut adalah kesepakatan tentang kenaikan kuota ke-14.
Untuk Indonesia, kenaikan kuota ke-14 dimaksud setara dengan
+ Rp38.182.006.333.240,00 (kurs tanggal 28 Desember 2012), yakni dari
SDR2,079,300,000.00 menjadi SDR4,648.4 juta atau dari 0,872% menjadi 0,975%
(peringkat 1 di konstituen South East Asia Voting Group/SEAVG). IMF
mensyaratkan persetujuan atas pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus telah
disampaikan oleh masing-masing negara anggota paling lambat 31 Desember 2011.

Pembayaran terhadap kenaikan kuota ke-14 dapat dilakukan dengan cara

(dan harus dilakukan pada tanggal valuta yang sama yang telah disepakati):

a. Sebesar 25% dalam bentuk Reserve Asset, antara lain dalam bentuk SDR atau
mata uang negara anggota yang ditentukan oleh IMF ataupun kombinasi
keduanya (untuk Indonesia sebesar SDR642,275,000.00 ekuivalen
Rp9.545.501.583.310,00); dan

b. Sebesar 75% dalam bentuk mata uang domestik ke rekening Nomor 1 IMF, atau
dengan menerbitkan promissory notes (untuk Indonesia  sebesar
SDR1,926,825,000.00 atau ekuivalen Rp28.636.504.749.930,00).
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Kenaikan kuota ke-14 tersebut berlaku efektif apabila telah dipenuhi
persyaratan sebagai berikut. '
a. Persetujuan kenaikan pembayaran kuota oleh negara anggota telah mewakili
tidak kurang dari 70% total kuota per tanggal 5 November 2010.
b. Amandemen Articles of Agreement (AoA) tentang reformasi Executive Board
berlaku, yaitu apabila 85% dari 188 anggota telah meratifikasi amandemen
tersebut.

Pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus dilakukan paling lambat 30 hari
setelah tanggal yang lebih akhir antara (1) tanggal penyampaian persetujuan
kepada IMF, atau (2) tanggal semua persyaratan kenaikan kuota berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Gubernur BI dengan surat Nomor
13/34/GBI/Dint tanggal 14 Desember 2011 menyampaikan beberapa hal kepada
Menteri Keuangan terkait kenaikan kuota Indonesia pada IMF antara lain:

a. mempertimbangkan pembayaran kuota IMF belum dimasukkan dalam APBN
2012, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI yang
antara lain menyepakati untuk mengalihkan pembayaran kuota tersebut kepada
BI; ’

b. BI memerlukan dasar hukum untuk melaksanakan pembayaran kuota IMF
karena UU BI tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembayaran
keanggotaan di lembaga internasional. Dasar hukum yang dapat digunakan oleh
BI adalah Pasal 57 UU BI yang menyatakan bahwa BI dapat bertindak untuk
dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota di lembaga
internasional. Selanjutnya diatur bahwa keanggotaan BI pada lembaga
internasional dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai Kepala Negara atau
dapat disimpulkan bahwa BI dapat melaksanakan pembayaran keanggotaan
IMF apabila BI mewakili Negara RI menjadi anggota IMF; dan

c. dengan pertimbangan tersebut BI mengusulkan dilakukan perubahan PP Nomor
1 Tahun 1967 untuk memberikan kewenangan bagi BI untuk mewakili Negara
Republik Indonesia dan melakukan pembayaran kuota untuk dan atas nama
Negara.

Berdasarkan surat tersebut Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-
871/MK.11/2011 tanggal 28 Desember 2011 menyatakan bahwa:

a. Menteri Keuangan atas nama Pemerintah RI, menyetujui kenaikan kuota IMF
ke-14 sehingga Gubernur BI sebagai Governor di IMF untuk Indonesia dapat
mengirimkan letter of consent (LoC) kepada IMF terkait kenaikan kuota ke-14;
dan

b. menyetujui untuk dilakukan revisi terhadap PP Nomor 1 tahun 1967 yang
intinya keterwakilan Indonesia di IMF dilakukan oleh Pemerintah sendiri atau
bersama-sama dengan BI. Proses revisi PP tersebut sedang difinalisasi oleh Tim
Pemerintah dan BI.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan tersebut Gubernur BI menyampaikan
surat persetujuan atau LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan meratifikasi amandemen
AoA tentang reformasi Executive Board kepada IMF sesuai surat Gubernur BI
Nomor 14/13/GBI/Dint tanggal 12 April 2012. Atas persetujuan tersebut IMF telah
mencatat dalam www.imflorg yaitu Acceptances of Amendment on Executive
Board Reform dan Consents to Quota Increase.
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Dengan disampaikannya LoC tersebut berarti Pemerintah telah
berkomitmen untuk membayar kenaikan kuota tersebut, walaupun persyaratan
untuk dilakukannya pembayaran kenaikan kuota ke-14 tersebut belum terpenuhi.
Posisi per 13 Maret 2013 dalam www.imf.org diketahui bahwa persetujuan
kenaikan kuota telah mencapai 77,42% dari 148 negara anggota atau telah
memenuhi persyaratan nomor satu, sedangkan jumlah negara-negara anggota yang
meratifikasi amandemen Articles of Agreement tentang reformasi Executive Board
sebanyak 135 negara atau baru 71,27% dari total suara. Hal ini berarti hanya
persyaratan nomor dua yang belum terpenuhi.

Berdasarkan PP Nomor 1 tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9
Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan International Bank
for Reconstruction and Development (IBRD), sebagaimana diubah dengan PP
Nomor 19 Tahun 1974, wewenang untuk melakukan pembayaran kuota berada di
tangan Pemerintah, tetapi mempertimbangkan pembayaran kuota belum
dianggarkan dalam APBN, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian
Keuangan dan BI yang antara lain menyepakati untuk mengalihkan pembayaran
kuota tersebut kepada BI. Untuk itu BI memerlukan dasar hukum untuk
melaksanakan pembayaran kuota IMF tersebut dan mengusulkan dilakukan
perubahan atas PP Nomor 1 tahun 1967.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-303/MK.011/2013
tanggal 12 April 2013, Pemerintah dan institusi terkait tengah berupaya
memfinalisasi revisi PP Nomor 1 tahun 1967 yang memberikan kewenangan kuat
kepada BI untuk melakukan pembayaran kenaikan kuota tersebut. Hal tersebut
berarti apabila persyaratan pembayaran kenaikan kuota ke-14 berlaku efektif, tetapi
revisi PP Nomor 1 tahun 1967 belum ditetapkan maka pembayaran kenaikan kuota
ke-14 tidak dapat dilakukan oleh BI, dan Pemerintah yang harus membayar
kewajiban tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Sesuai dengan UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa semua penerimaan yang
menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perubahan ketiga pada tahun 2001
Pasal 11 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan lebih lanjut tentang
perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2000 DPR telah
menetapkan UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun
UU tersebut belum mengakomodir perubahan ke-3 UUD 1945 Pasal 11 ayat (2)
dan (3).

Penyampaian LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan ratifikasi amandemen
AoA tentang reformasi Executive Board kepada IMF merupakan bagian dari
perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi beban keuangan negara.
Pemerintah seharusnya meminta persetujuan DPR sebelum menyampaikan LoC
tersebut ke IMF. Namun Menteri Keuangan atas nama Pemerintah RI telah
menyetujui kenaikan kuota IMF ke-14 dan meminta Gubernur BI sebagai
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Governor di IMF untuk Indonesia dapat mengirimkan LoC kepada IMF tanpa
mendapat persetujuan dari DPR sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945
perubahan ketiga.

APBN Tahun 2012 dan 2013 belum menganggarkan pembiayaan untuk
melakukan pembayaran kenaikan kuota tersebut. Sedangkan revisi PP Nomor 1
Tahun 1967 belum ditetapkan. Hal ini berarti sumber pendanaan pembayaran
kenaikan kuota belum jelas dan apabila sewaktu-waktu persyaratan pembayaran
kuota berlaku efektif, maka Pemerintah akan mengalami Kkesulitan untuk
melakukan pembayaran karena jatuh tempo pembayarannya hanya 30 hari sejak
tanggal efektif.

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:
a. UUD 1945 perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 11

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
harus dengan persetujuan DPR.

2) ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian

internasional diatur dengan undang-undang.
b. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1) Pasal 1 nomor 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi
hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

¢. PP Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri

Keuangan diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau cara-cara lain yang

layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama Pemerintah RI jumlah-

jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada IMF menurut persetujuan

IMF dan berdasarkan resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur IMF.

Permasalahan di atas mengakibatkan potensi kesulitan bagi Pemerintah
untuk melakukan pembayaran kenaikan kuota ke-14 kepada IMF apabila kenaikan
kuota tersebut berlaku.

Permasalahan di atas disebabkan:
a. Penyusunan revisi atas PP Nomor 1 Tahun 1967 berlarut-larut; dan
b. Pemerintah dalam menerbitkan LoC atas kenaikan kuota ke-14 dan ratifikasi
amandemen AoA reformasi Executive Board kepada IMF belum berpedoman
pada UUD 1945 dan perubahannya.

Tanggapan — Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Dasar hukum Keanggotaan Indonesia pada IMF adalah UU Nomor 9 Tahun
1966 Tanggal 8 November 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik
Indonesia dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan
Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank

BPK LHP KEPATUHAN - LKPP Tahun 2012 21 /Z
M )



for Reconstruction and Development) yang diatur lebih lanjut dengan PP
Nomor 1 Tahun 1967 Tanggal 16 Januari 1967 Tentang Pelaksanaan UU
Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia
Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank
Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Jnternational Bank For
Reconstruction And Development) yang memberikan kewenangan kepada
Pemerintah c.q. Menteri Keuangan untuk segala sesuatu berkenaan dengan
keanggotaan Indonesia di IMF yang selanjutnya dikuasakan kepada Gubernur
BI selaku Gubernur IMF.

b. Untuk Indonesia, kenaikan kuota ke-14 dimaksud setara dengan +Rp38,18
triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012), yakni dari SDR2,079 juta menjadi
SDR 4,648.4 juta atau dari 0,872% menjadi 0,975% (peringkat 1 di konstituen
South East Asia Voting Group/SEAVG).

c. IMF mensyaratkan persetujuan atas pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus
telah disampaikan oleh masing-masing negara anggota paling lambat 31
Desember 2011. Pembayaran terhadap kenaikan kuota ke-14 ini dapat
dilakukan dengan cara (dan harus dilakukan pada tanggal valuta yang sama
yang telah disepakati).

d. Gubernur BI menyampaikan surat persetujuan atau letter of comsent atas
kenaikan kuota ke-14 dan meratifikasi amandeman AoA tentang reformasi
Executive Board kepada IMF sesuai surat Gubernur BI Nomor 14/13/GBI/Dint
tanggal 12 April 2012. Atas persetujuan tersebut IMF telah mencatat dalam
www.imf.org yaitu Acceptances of Amendment on Executive Board Reform dan
Consents to Quota Increase.

€. Materi perjanjian internasional dengan IMF tidak termasuk dalam materi Pasal
10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Penjanjian Internasional. Maka atas
perjanjian internasional dengan IMF berlaku Pasal 11 dimana perjanjian
tersebut cukup disahkan dengan Keputusan Presiden.

f. Pengiriman consent letter tidak serta merta hal tersebut menjadi
kewajiban/utang bagi Indonesia. Indonesia masih mempunyai opsi tidak
membayar dengan konsekuensi bahwa prosentase quota dan hak suara
Indonesia akan terdilusi/berkurang.

g. Kenaikan kuota IMF ke-14 akan dibayar oleh BI dengan menggunakan
cadangan devisa, yang ditegaskan kembali sesuai surat Menteri Keuangan
kepada Gubernur BI Nomor S-303/MK.01/2012 tanggal 12 April 2013 hal
Pembayaran Kenaikan Kuota IMF Hasil 14th General Review of Quotas. Oleh
karena itu, tidak akan ada beban kepada APBN atas komitmen yang telah
disampaikan.

h. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BI saat ini sedang
melakukan revisi PP Nomor 1 Tahun 1967, guna menjadi dasar hukum bagi BI
untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Pelaksanaan revisi
PP Nomor 1 Tahun 1967 telah mendapatkan persetujuan Presiden, sesuai
dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-
4/PU.02/07/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Atas tanggapan tersebut BPK memberikan tanggapan bahwa penerapan UU Nomor
24 Tahun 2000 tetap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD
1945 perubahan ketiga.
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Rekomendasi — BPK merekomendasikan Pemerintah agar meminta persetujuan
DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.

4.2  Temuan — Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK
Migas (Eks BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya
Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN

Neraca LKPP per 31 Desember 2012 melaporkan Investasi Permanen
PMN sebesar Rp912.877.699.396.801,00. CaLK LKPP Tahun 2012 huruf C.2.24
butir 2 menjelaskan bahwa Investasi Permanen PMN tersebut salah satunya berasal
dari investasi permanen PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
BPMIGAS sebesar Rp591.521.616.737,00.

BPMIGAS dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP Nomor 42 tanggal 16 Juli 2002 tentang
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan
ketentuan tersebut status hukum BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara
(BHMN) dan status keuangan BPMIGAS adalah kekayaan negara yang dipisahkan,
Dengan status sebagai BHMN, maka kekayaan BPMIGAS dicatat dalam LKPP
sebesar nilai kekayaan bersihnya. Pada akhir tahun 2011 kekayaan bersih
BPMIGAS adalah sebesar (Rp123.490.724.016,00) (unaudited).

Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November
2012 menyatakan bahwa fungsi dan tugas BPMIGAS dilaksanakan oleh
Pemerintah c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya UU yang baru yang
mengatur hal tersebut. Sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut, Presiden
menetapkan Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perpres Nomor 9
Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Perpres Nomor 95
Tahun 2012 dan Keputusan ESDM Nomor 3135K/08/MEM/2012 dan Nomor
3136K/08/MEM/2012 dibentuk SKSP Migas yang bertanggung jawab kepada
Menteri ESDM. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 dibentuk
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas). Berdasarkan Perpres tersebut Menteri ESDM hanya bertugas melakukan
pembinaan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. SKK Migas bertanggung jawab
langsung kepada Presiden. Selain itu, Perpres mengatur tentang biaya operasional
dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang berasal
dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan
gas bumi yang diusulkan oleh Menteri ESDM dan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. Sedangkan pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas untuk tahun
2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan SKSP maupun SKK
Migas tidak berbeda dari BPMIGAS, dimana biaya operasional berasal dari jumlah
tertentu setiap kegiatan usaha hulu migas dari rekening 600 (bukan rekening Kas
Umum Negara) atau tidak melalui BUN. Selain itu penetapan penganggarannya
diusulkan oleh Menteri ESDM dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau tidak
melalui mekanisme APBN. Selama BPMIGAS berdiri (tahun 2003 s.d tahun
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2012), Pemerintah telah merealisasikan pembayaran biaya operasional BPMIGAS
sebesar ~ Rp7.507.481.667.529,00,  diantaranya  tahun 2012  sebesar
Rp1.597.678.433.111,00 sesuai dengan rincian yang terdapat pada Lampiran 4.

Sampai dengan tahun 2012 berakhir, PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi belum dicabut.
Posisi keuangan BPMIGAS/SKK Migas per tanggal 31 Desember 2012 adalah
sebagai berikut.
Tabel 4 Posisi Keuangan BPMIGAS/SKK Migas Tahun 2012 dan 2011

(unaudited)
(dalam rupiah)
Nilai
Uraian
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Total Aset 4.828.391.599.250,00 2.941.685.427.080,00

Total Kewajiban

4.731.076.689.087,00

3.065.176.151.097,00

Total Ekuitas

97.314.910.162,00

(123.490.724.016,00)

Sehubungan dengan perubahan status hukum BPMIGAS menjadi SKK
Migas, Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas
sampai dengan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 berakhir,

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (5)
yang menyebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

b. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 butir 5 tentang amar putusan nomor 1
yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian bagian 1.7 yang
menyatakan bahwa fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi
dilaksanakan oleh Pemerintah, c¢.q. Kementerian terkait, sampai
diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut.

c. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Kas Menuju Akrual:

1) Lampiran I1.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Paragraf 49 tentang konsistensi yang menyatakan bahwa perlakuan
akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke
periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal)

2) Lampiran I1.07 Pernyataan Standar Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
Paragraf 15 yang menyatakan bahwa investasi permanen yang dilakukan
oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk
diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang
signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
Investasi permanen ini dapat berupa:

a) penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan

b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
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Permasalahan di atas mengakibatkan mekanisme pengelolaan keuangan
dan pertanggungjawaban SKK Migas (eks. BPMIGAS) tidak dilandasi dasar
hukum yang jelas.

Permasalahan di atas disebabkan Pemerintah tidak segera menetapkan
status pengelolaan keuangan eks BPMIGAS.

Tanggapan — Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13
November 2012 dinyatakan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan
BPMIGAS sebagaimana dalam penjelasan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang
Migas, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas
BPMIGAS dilaksanakan pemerintah c.q. Kementerian terkait, sampai
diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

b. Untuk melaksanakan Putusan MK dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha
hulu migas diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang
Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Kegiatan usaha hulu migas dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang migas sampai diterbitkannya peraturan yang
baru.

c. Terkait dengan pendanaan SKSP Migas, sebagai tindak lanjut Peraturan
Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan
surat Nomor S-834/MK.02/2012 tanggal 23 November 2012 hal Pendanaan
Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi telah menyetujui penggunaan sisa anggaran belanja BPMIGAS tahun
2012 untuk mendanai anggaran operasional SKSP Migas untuk periode pasca
pembubaran BPMIGAS sampai dengan akhir TA 2012.

d. Untuk lebih lanjut mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu
migas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013
tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain diputuskan bahwa biaya operasional
yang diperlukan dalam kegiatan usaha hulu migas untuk tahun 2012
menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

e. Berdasarkan hal tersebut, selama periode antara 14 November 2012 sampai
dengan 31 Desember 2012, SKSP Migas sebagai unit yang melaksanakan
fungsi BPMIGAS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan
pengelolaan dana dan memperoleh dana operasional menggunakan mekanisme
yang sama dengan BPMIGAS sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun demikian, dalam Perpres tersebut belum diatur mengenai pelaporan dan
status aset SKSP Migas tersebut, apakah merupakan bagian dari Kementerian
ESDM, atau merupakan bagian investasi pemerintah pada Laporan Keuangan
BA 999.03.

f. Dalam masa transisi 14 November sampai dengan 31 Desember 2012 tersebut,
Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor:S-33/MK.05/2013 tanggal 16
Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BPMIGAS pada Laporan
Keuvangan Pemerintah Pusat Tahun 2012, telah mengambil kebijakan sebagai
berikut.
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1) BPMIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;

2) Pendanaan BPMIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31
Desember 2012 diungkapkan dalam CaLK LK BA 999.03;

3) LKPP Tahun 2012 menyajikan BPMIGAS sebagai investasi permanen
PMN sebesar net equity per 13 November 2012;

4) Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun
2012 mengungkapkan BPMIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam CaLK.

g. Atas kebijakan yang telah diambil terkait BPMIGAS tersebut, nilai investasi
permanen pada BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03
Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BPMIGAS per 13
November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS per 13 November
2012 yang telah disusun oleh BPMIGAS.

h. Berdasarkan pembahasan lanjutan yang dilakukan, terkait dengan penyajian
pelaporan keuangan SKSP Migas untuk periode 14 November 2012 sampai
dengan 31 Desember 2012 disepakati hal-hal sebagai berikut.

1) Mutasi aset SKSP Migas untuk periode 14 November 2012 sampai dengan
31 Desember 2012 harus dicatat dan dilaporkan pada face neraca, tidak
hanya pada CalK, mengingat materialnya anggaran yang digunakan oleh
SKSP Migas;

2) Dalam menetapkan kebijakan pelaporan periode 14 November 2012 sampai
dengan 31 Desember 2012, Pemerintah perlu mempertimbangkan arah
pengelolaan SKSP Migas ke depan, terutama terkait bentuk badan hukum
yang akan menjadi unit pengelola Migas;

3) Perlu dilakukan kajian hukum mengenai status aset SKSP Migas periode 14
November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, apakah merupakan
investasi (Kekayaan Negara Dipisahkan) atau merupakan bagian dari aset
Kementerian ESDM;

4) Opsi-opsi pencatatan mutasi untuk periode 14 November 2012 sampai
dengan 31 Desember 2012 adalah (1) dicatat pada LK BA 999.03, (2)
dicatat pada LK Kementerian ESDM dan (3) dicatat pada Laporan
Keuangan Badan Lain-Lain (UBL).

5) Untuk penyajian pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 Audited
akan menunggu kebijakan pelaporan yang akan ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan.

Rekomendasi — BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera:

a. menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;

b. menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKX Migas melalui mekanisme
APBN; dan

c. mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK
Migas sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

Jakarta, 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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SINGKATAN
A

AoA

APBN

APBN-P

BAST
BBM
BHMN
BHP

BLU

BPK
BPMIGAS
BUN

B/L

CalLK
CP MRA
D
DIPA
DJA
DJKN
DJPB
DIJPU
DMFAS
DPR

EAS

IBRD
IMF
1PB

K
Kemenkeu
Kemendikbud
KL
KN

LAK

LC

LHP

LK BUN
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DAFTAR SINGKATAN

KEPANJANGAN

Articles of Agreement ‘
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berita Acara Serah Terima

Bahan Bakar Minyak

Badan Hukum Milik Negara

Badan Hukum Pendidikan

Badan Layanan Umum

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi

Bendahara Umum Negara

Bill of Lading

Catatan atas Laporan Keuangan
Condition Precedents Master Restructuring Agreement

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Debt Management and Fiscal Analysis System
Dewan Perwakilan Rakyat

Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

International Bank for Reconstruction and Development
International Monetary Fund
Institut Pertanian Bogor

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Negara/l.embaga

Kekayaan Negara

Laporan Arus Kas

Letter of Credit

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
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LKKL
LKPP
LKI
LoC
LRA

MK
MPHL-BJS

MRA

PMK
PMN
PNBP

PP

PPA

PPK
PPK-BLU
PT

PTN

RUPS LB

SAA

SBLC
SEAVG
SIKUBAH
SKK MIGAS

SKSP
SPI
SPKN
SPTIM

TPPI
UAKPA
Unair

Uu
UuUD

BPK

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Laporan Keuangan Pemerintah

Lembaga Keuangan Internasional

Letter of Consent

Laporan Realisasi Anggaran

Mahkamah Konstitusi

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga

Master Restructuring Agreement

Peraturan Menteri Keuangan

Penyertaan Modal Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah

Perusahaan Pengelola Aset

Pejabat Pembuat Komitmen

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi Negeri

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Seller Appointment Agreement
Standby Letter of Credit
South East Asia Voting Group
Sistem Akuntansi Hibah

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi

Satuan Kerja Sementara Pelaksana

Sistem Pengendalian Intern

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Trans Pacific Petrochemical Indotama

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Universitas Airlangga

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar
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Lampiran 2.a

Permasalahan Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal

(Dalam Rupiah)
Anggaran Belanja Anggaran Belanja
; Barang yang Modal yang Keterangan —
No Kementerian Lembaga BA Direalisasikan Untuk Direalisasikan Untuk Jumish Pencatatan Aset
Belanja Modal Belanja Barang
1 Mahkamah Agung 005 882.028.176,00 4.478.324.324,00 5.360.352.500,00 | Sudah dikoreksi
2 Sekretariat Negara 007 64.702.000,00 759.707.450,00 824.409.450,00 | Sudah dikoreksi
3 Kementerian Dalam Negeri 010 47.486.076.149,00 125.471.375,00 47.611.547.524,00 | Sudah dikoreksi
4 Kementerian Luar Negeri 011 3.802.078.899,00 31.650.300,00 3.833.729.199,00 | Sudah dikoreksi
5 Kementerian Keuangan 015 1.471.104.481,00 1.526.305.330,00 2.997.409.811,00 | Sudah dikoreksi
6 Kementerian Pertanian 018 1.588.707.966,00 - 1.588.707.966,00 | Sudah dikoreksi
7 Kementerian Perhubungan 022 17.916.368.537,00 39.601.480.023,00 57.517.848.560,00 | Sudah dikoreksi
Kementerian Pendidikan dan
8 Kebudayaan 023 29.114.238.910,00 781.002.820,00 29.895.241.730,00
9 Kementerian Kesehatan 024 2.903.401.600,00 32.900.379.345,00 35.803.780.945,00 | Sudah dikoreksi
10 | Kementerian Agama 025 555.427.000,00 1.124.614.620,00 1.680.041.620,00 | Sudah dikoreksi
11 Kementerian Kehutanan 029 1.639.144.507,00 - 1.539.144.507,00 | Sudah dikoreksi
12 | Kementerian Kelautan dan 032 1.666.774.180,00 - 1.666.774.180,00 | Sudah dikoreksi
Perikanan TR TR
Kementerian Pariwisata dan i i
13 Ekonomi Kreatif 040 5.585.772.389,00 - 5.585.772.389,00 | Sudah dikoreksi
14 | Kementerian Riset danTeknologi 042 ; 297.050.522.700,00 297.050.522.700,00 :::ﬁ:g:ak tercatat di
15 | Kementerian Lingkungan Hidup 043 298.870.000,00 186.870.750,00 485.740.750,00 | Sudah dikoreksi
16 | Kementerian Koperasidan Usaha | 55.425.000,00 50.000.000,00 105.425.000,00 | Sudah dikoreksi
Kecil dan Menengah TEEEE T e
Kementerian Pemberdayaan " .
17 Perempuan 047 252.557.056,00 115.250.000,00 367.807.056,00 | Sudah dikoreksi
Kementerian Pendayagunaan i i
18 | Aparatur Negara dan Reformasi 048 1.056.326.638,00 - 1.056.326.638,00 | Sudah tidak tercatat di
Bi . aset tetap
irokrasi
19 | Badan Pusat Statistik 054 4.966.000.523,00 - 4.966.000.523,00 | Sudah dikoreksi
20 | Badan Pertanahan Nasional 056 5.739.807.265,00 - 5.739.807.265,00 | Sudah dikoreksi
Kementerian Komunikasi dan i i
21 Informatika 059 373.046.125,67 38.011.725,34 411.057.851,01 | Sudah dikoreksi
22 | Badan Pengawasan Obat dan 063 50.514.095.398,00 - 50.514.095.398,00 | Sudah dikoreksi
Makanan
23 | Lembaga Ketahanan Nasional 064 168.011.400,00 707.244.400,00 875.255.800,00 | Sudah dikoreksi
Badan Koordinasi Keluarga
24 Berencana Nasional 068 17.595.000,00 - 17.595.000,00
Badan Meteorologi, Klimatologi . :
25 dan Geofisika 075 328.804.000,00 439.619.000,00 768.423.000,00 | Sudah dikoreksi
Lembaga limu Pengetahuan i i
26 Indonesia 079 190.923.888,00 - 190.923.888,00 | Sudah dikoreksi
27 | Badan Tenaga Nuklir Nasional 080 280.174.089,70 - 280.174.089,70

e



Lampiran 2.a

Anggaran Belanja

Anggaran Belanja

. Barang yang Modal yang Keterangan —~
No Kementerian Lembaga BA Direalisasikan Untuk Direalisasikan Untuk Jumiah Pencatatan Aset
Belanja Modal Belanja Barang

28 | Badan Pengkajian dan Penerapan | o, 384.120.000,00 634.161.755,00 1.018.281.755,00

Teknologi

Lembaga Penerbangan dan ; :
29 Antariksa Nasional 082 9.600.000,00 - 9.600.000,00 | Sudah dikoreksi
30 | Badan Standarisasi Nasional 084 94.520.000,00 R 94.520.000,00 | Sudah dikoreksi
31 | Arsip Nasional Republik Indonesia 087 331.176.883,00 48.200.000,00 379.376.883,00 | Sudah dikoreksi
32 | Badan Kepegawaian Negara 088 47.911.449,00 - 47.911.449,00

Badan Pengawasan Keuangan Sudah tidak tercatat di
33 dan Pembangunan 089 - 7.395.000,00 7.395.000,00 aset tetap
34 | Kementerian Pemuda dan 092 1.281.133.135,00 88.736.500,00 1.369.869.635,00

Olahraga .261.133.139, .736.500, ,369.869.635,

Badan Nasional Penempatan dan
35 | Perindungan Tenaga Kerja 104 198.825.200,00 - 198.825.200,00 | Sudah dikoreksi

Indonesia
36 | Badan SAR Nasional 107 4.063.094.040,00 4.651.834.550,00 8.714.928.590,00 | Sudah dikoreksi

Badan Pengembangan Wilayah
37 Suramadu 109 26.016.629.400,00 23.348.212.473,00 49.364.841.873,00

Badan Nasional . :
38 PenanggulanganTerorisme 113 102.318.091,00 5.280.000,00 107.598.091,00 | Sudah dikoreksi
39 | Sekretariat Kabinet 114 173.504.224,00 - 173.504.224,00 | Sudah dikoreksi

Lembaga Penyiaran Publik Radio . ’
40 Republik Indonesia 116 204.183.100,00 - 204.183.100,00 | Sudah dikoreksi
41 | Lembaga Penyiaran Pubik Televisi | 2.616.683.268,00 1.886.906.400,00 4.503.589.668,00 | Sudah dikoreksi

Republik Indonesia

Total

214.341.159.967,37

410.587.180.840,34

624.928.340.807,71
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